
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : a.

b.

c.

bahwa untuk mencapai masyarakat Kota Bengkulu yang sehat

dan mandiri;

bahwa untuk mencapai masyarakat yang sehat dan mandiri

perlu kualitas pelayanan kesehatan yang prima di Kota

Bengkulu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a dan b di atas dan untuk tetap menjamin pelayanan kesehatan

bagi masyarakat Kota Bengkulu, maka perlu menetapkan

Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1.

2.

3.

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan

Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun

1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukkan

Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Menular (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3273);
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

9.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tetang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan

Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran

Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83,

Tambahan Negara RI Nomor 4738) ;

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang

Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008

Nomor 07);



3

10.

11.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu

(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG PELAYANAN

KESEHATAN DI KOTA BENGKULU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.

5. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

7. Sumber daya dibidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan

kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan

teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelengarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh

pemerintah kota dan/atau masyarakat;
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8. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung

obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan

penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk

struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

9. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan

serta memiliki pengetahuan dan /atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan

yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik, promotif, preventif, kuratif maupun

rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.

11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana

teknis pada Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di

suatu wilayah kerja kecamatan.

12. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan

yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan

yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan

kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang

tersedia.

13. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberikan tambahan ruangan dan fasilitas

untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun

perawatan sementara di Ruangan Rawat Inap dengan tempat tidur rawat inap.

14. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut Posyandu adalah pelaksanaan kegiatan

tingkat kelurahan yang dilakukan oleh masyarakat melalui kader dengan

menyelenggarakan pelayanan lima program prioritas (KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan

Penanggulangan Diare) secara terpadu pada suatu tempat dan pada waktu yang sama

dengan bantuan pelayanan langsung dari staf Puskesmas.

15. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh

tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas.

16. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan

pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
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17. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah

kesehatan/penyakit.

18. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan

pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat

penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita

dapat terjaga seoptimal mungkin.

19. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk

mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi

sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal

mungkin sesuai dengan kemampuannya.

20. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang dan/atau badan hukum.

21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan

Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,

lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

22. Kesehatan Sekolah selanjutnya disebut Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)/Usaha

Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) diselengarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup

sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar,

tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang

lebih berkualitas.

23. Pelayanan Kesehatan Perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (private goods)

dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan,

tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.

24. Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (public goods)

dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan masyarakat,

tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.

25. Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,

preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan

kesehatan lainya tanpa tinggal diruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi

dan tenaga kesehatan lain.

26. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,

preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan

kesehatan lainya dengan menempati tempat tidur.


